
 

 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

NOMOR 78 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 
2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2014;   

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 
jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 827); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

SALINAN 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438);  

  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 

Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 58); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tantang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575);  

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  



  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);   

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690); 

  18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 

11);  

  19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 

Nomor 2);  

  20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017 

(Lembaran daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 6); 

  21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 

Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Daerah 

Istimwea Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 12);   

  22. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 

Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 



dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 

9); 

  23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

46.1 Tahun 2012 tentang Tata Cara hibah dan Bantuan 

Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2012 Nomor 46.1);  

  24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

32 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Daerah istimewa 

Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 32);   

  25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

72 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 72) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 

2014 tentang Perubahan Keempat Atas Perubahan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 

2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 51); 

  26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

51 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5);  

    

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 

 

Pasal 1  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 semula berjumlah Rp 

3.330.069.349.990,00 bertambah sejumlah Rp 54.126.301.203,77 sehingga 

menjadi Rp 3.384.195.651.193,77 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan 

a. Semula Rp

 3.100.187.642.855,00 

b. Bertambah/(berkurang) Rp     

(26.986.514.748,73) 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 3.073.211.128.106,27     

2. Belanja 



a. Semula Rp

 3.330.069.349.990,00 

b. Bertambah/(berkurang) Rp      

54.126.301.203,77 

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 3.384.195.651.193,77 

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp   (310.984.523.087,50) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan      

1) Semula Rp    

280.821.707.135,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp    

101.198.389.762,50 

Jumlah Penerimaan setelah Rp   382.020.096.897,50 

  

b. Pengeluaran 

1) Semula     Rp     50.950.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)  Rp     20.085.573.810,00 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp     71.035.573.810,00 

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp   310.984.523.087,50 

Sisa lebih pembiyaan anggaran setelah perubahan Rp                 0,00 

 

 

Pasal 2  

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 

lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-IV yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 3  

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

 

 Ditetapkan di Yogyakarta 
pada tanggal 15 Oktober 2014 

 
GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 
 

TTD 
 
 

HAMENGKU BUWONO X 



Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal 15 Oktober 2014 

 
SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 
 
 

TTD 
 

ICHSANURI 
 

 

 

 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 78 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM,  

                      
                          ttd 

 
 

DEWO ISNU BROTO I.S.  
 NIP. 19640714 199102 1 001 





 

 





 

 





 

 





Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001 
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